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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas 

segala nikmat yang dianugerahkan baik berupa nikmat 

kesehatan dan nikmat kekuatan dan kemampuan serta 

hidayah dan `inayah-Nya sehingga karya kecil ini dapat 

diselesaikan. Salawat dan salam penulis sampaikan 

kepada utusan Allah Rasul akhir zaman baginda kita 

nabi Muhammad SAW, yang telah memperkenalkan 

manusia melalui risalah akan ilmu pengetahuan dan 

telah menuntun kehidupan umat manusia dengan 

akhlak yang mulia. Akhlak yang jauh dari permusuhan, 

cinta akan perdamaian sebagaimana diamanahkan dalam 

Surat al-Hujarat bahwa orang-orang beriman itu 

sesungguhnya bersaudara, maka damaikanlah  antara 

keduanya dan takutlah terhadap Allah Swt. 

Karya kecil ini, merupakan hasil sebuah riset 

penelitian yang berawal dari kegalauan penulis terhadap 

mediasi di pengadilan yang secara yuridis telah diatur 

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Mediasi dalam menyelesaikan 

sengketa yang seharusnya menjadi solusi, malah ternyata 

keberhasilan yang dicapai dalam upaya mediasi masih 

belum mendapatkan hasil yang maksimal. Realitas ini 

penulis kemukakan berdasarkan fakta-fakta yang 

terungkap dari sejumlah putusan dalam perkara harta 

bersama di pengadilan. Pengadilan yang dimaksudkan 

di sini adalah Mahkamah Syar`iyah dan Pengadilan 

Agama.  
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sebuah karya kecil seperti yang ada di tangan pembaca 

saat ini.  

Semoga kebaikan semua, jasa dan amal baik yang 

diberikan, mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah 

swt. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis 

berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan 

manfaat akademik dan memperkaya khazanah keilmuan 

dalam memajukan dan mencerdaskan generasi anak 

bangsa dan bermanfaat bagi agama, sekaligus 

menambah referensi bagi mahasiswa, praktisi hukum 

dan masyarakat yang tertarik mendalami seputar hukum 

berkaitan dengan mediasi. Kritik dan saran atas 

perbaikan sangat kami harapkan semoga karya kecil ini 

menjadi lebih sempurna. 
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Mediasi merupakan upaya untuk mengakhiri 

perselisihan yang harus dilakukan oleh lembaga peradilan, 

disebabkan mediasi adalah bagian dari hukum acara perdata 

yang bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan 

fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. 

Proses penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi, di 

samping merupakan kewajiban hakim sebagaimana 

termaktub dalam Pasal (130) HIR/ (154) RBg, juga dapat 

mengembalikan keretakan hubungan antara pihak yang 

bersengketa menjadi lebih baik. Namun dalam 

pelaksanaannya di peradilan, perkara gugatan yang berhasil 

didamaikan melalui upaya mediasi yang dilakukan 

peradilan sangat sedikit.  

Kewajiban mediasi diatur dalam Pasal 4 Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa 

semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan 

termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek 

dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun 

pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu 

diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali 

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Mediasi 

Kata mediasi dalam bahasa Inggris disebut 

mediation yang artinyamenyelesaikan perselisihan dengan 

melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, pihak ketiga 

ini disebut mediator.14  Secara etimologi istilah mediasi 

berasal dari bahasa Latin yaitu mediare yang artinya 

berada di tengah. Tengah merupakan posisi netral yang 

tidak memihak kepada salah satu pihak. Penekanan 

makna tengah dalam pengertian etimologi ini lebih pada 

eksistensi pihak ketiga selaku penengah dalam 

menyelesaikan persengketaan. Adapun mediasi secara 

terminologi merupakan proses negoisasi memecahkan 

persoalan antara pihak yang bersengketa yang difasilitasi 

oleh pihak ketiga yang independen (impartial). Pihak luar 

inilah yang kemudian bekerjasama dengan pihak yang 

bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. 15 

Dalam definisi lain disebutkan mediasi adalah pemberian 

jasa oleh para ahli yang dipercaya oleh para pihak sebagai 

 
14  Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 8. 
15  Khotibul Umam, Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, (Yogyakarta: 
Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10. 

MEDIASI DAN 
DASAR 

YURIDISNYA 
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A. Jenis Perkara yang Dimediasi 

Mediasi dapat dilakukan dengan 2 jenis mediasi, 

yaitu di pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di 

luar pengadilan diatur dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang biasanya 

ditangani oleh mediator swasta, peorangan, maupun 

sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian 

sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional 

(PMN). Penyelesaian perkara secara mediasi juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum 

lainnya, seperti halnya di Aceh terdapat Qanun yang 

mengatur tentang kehidupan adat istiadat dalam 

masyarakat yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. 

Sedangkan jenis mediasi di pengadilan diatur 

dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 baik di 

lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 PERMA Tahun 

2016. Jenis perkara yang wajib dilakukan mediasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

PROSES 
PENYELENGGARAAN 

MEDIASI 
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Pada bagian ini, penulis menjelaskan penggunaan 

istilah pengadilan sebagai judul bab. Istilah pengadilan 

berbeda dengan istilah peradilan, yang dalam tulisan ini 

kerap sekali digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak 

didefinisikan secara khusus kedua istilah tersebut. Hanya 

saja dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang kekuasaan 

kehakiman GLVHEXWNDQ� EDKZD� SHUDGLODQ� GLODNXNDQ� ´GHPL�

keadilan berdasarkan ketuhaQDQ� \DQJ� PDKD� (VDµ� GDQ�

peradilan negara menegakkan dan menerapkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila. Atas dasar itu, maka 

peradilan dapat diartikan dengan proses menerapkan dan 

menegakkan hukum demi keadilan.  

Sedangkan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 4 

undang-undang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa 

pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang dan membantu pencari keadilan 

dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan  yang sederhana, cepat, 

dan biaya ringan. Jadi pengadilan adalah badan, tempat atau 

institusi resmi yang melaksanakan sistem peradilan untuk 

memeriksa, mengadili dan memutuskan serta membantu 

para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Karena 

LANGKAH DAN PROSEDUR 
MEDIASI PERKARA HARTA 
BERSAMA DI PENGADILAN 
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A. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi 

Mediasi merupakan suatu proses informal yang 

ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang 

bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan 

mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang 

netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah 

menolong para pihak memahami pandangan pihak 

lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang 

disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka 

melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan 

situasi. Pihak yang bersengketa bisa saling memahami 

apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka. 

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah 

Agung untuk memberikan kepastian, ketertiban, 

kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk 

menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengintensifkan dan 

mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur 

berperkara di pengadilan. Mediasi sebagai salah satu 

alternatif penyelesaian sengketa dipandang sebagai salah 

satu sarana untuk mewujudkan penyelesaian sengketa 

lebih cepat dan murah, memperluas akses bagi para 

KEBERHASILAN MEDIASI 
PERKARA HARTA 

BERSAMA DI 
PENGADILAN 
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Pembahasan dalam bab penutup ini dimaksudkan 

untuk menyimpulkan beberapa aspek yang telah dijelaskan 

dalam bab-bab sebelumnya. Pertama bahwa langkah yang 

mediator mendamaikan para pihak dalam perkara harta 

bersama melalui upaya mediasi di pengadilan sudah 

mengikuti aturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ada dua 

tahapan yang ditempuh dalam melakukan mediasi yaitu 

tahap pramediasi, dalam tahapan ini para pihak diarahkan 

oleh hakim untuk menempuh upaya mediasi serta 

menentukan mediator sebagai pihak ketiga untuk 

mendamaikan para pihak. Kemudian tahap mediasi di mana 

para pihak dipertemukan secara langsung yang difasilitasi 

oleh hakim mediator atau mediator yang ditunjuk hingga 

berakhir dengan penandatanganan akta damai. 

Kedua, keberhasilan mediasi menyelesaikan perkara 

harta bersama di pengadilan secara kuantitatif tidak efektif, 

karena jika diukur dengan teori efektivitas perkara harta 

bersama yang berhasil dimediasi di bawah 60%. Namun 

data kualitatif berdasarkan wawancara dengan para hakim 

mediator, proses mediasi di pengadilan menurut yang 

mereka ungkapkan bahwa keberhasilan mediasi dalam 

PENUTUP 
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LAMPIRAN 
 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 

 

TENTANG 

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DENGAN 

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa Mediasi  merupakan  cara  

penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, 

efektif, dan dapat membuka akses yang lebih 

luas kepada Para Pihak untuk memperoleh 

penyelesaian yang memuaskan serta 

berkeadilan; 

b. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

berorientasi pada visi terwujudnya badan 

peradilan indonesia yang agung, salah satu 

elemen pendukung adalah Mediasi sebagai 

instrumen untuk meningkatkan akses 

masyarakat terhadap keadilan sekaligus 

implementasi asas penyelenggaraan peradilan 

yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan; 

c. bahwa ketentuan hukum acara perdata yang 

berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara 

untuk Daerah Luar Jawa dan Madura 

(Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen 

In De Gewesten Buiten Java En Madura, 

Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen 
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